REPUBLIK INDONESIA

No. 581, 2019 BPOM. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Fungsional.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem akuntansi
pemerintahan yang berbasis akrual, diperlukan
penyesuaian pengaturan mengenai penatausahaan
dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

b. bahwa ketentuan mengenai penatausahaan dan
pelaporan  penerimaan negara bukan  pajak
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.04.1.21.06.13.3062 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan
Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan Badan
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Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan = Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,

yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
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penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
PNBP Fungsional adalah PNBP yang dihasilkan dari
pelaksanaan layanan publik yang menjadi tugas dan
fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewajiban PNBP adalah kewajiban Badan Pengawas Obat
dan Makanan yang timbul karena wajib bayar telah
melakukan penyetoran PNBP Fungsional namun sampai
dengan periode pelaporan Badan Pengawas Obat dan
Makanan belum dapat memberikan jasa/layanan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
BUN.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi
seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul
penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran,
modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan
pelaporan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan

pemerintah.
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Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah sistem
informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP,
Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP.

Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan
bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode
billing dalam rangka pembayaran/penyetoran
penerimaan nagara.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan
oleh sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau
setoran yang akan dilakukan wajib bayar.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang
ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP
Fungsional sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/
penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti
Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Settlement.
Sistem Settlement adalah sistem penerimaan negara yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran/
penyetoran penerimaan negara dan pemberian NTPN.
Unit Kerja Penghasil PNBP yang selanjutnya disebut Unit
Kerja adalah biro, pusat, direktorat, dan balai besar/balai
di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
menghasilkan PNBP.

Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPB
adalah dasar yang digunakan oleh Wajib Bayar untuk
melakukan pembayaran PNBP Fungsional dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas
Obat dan Makanan, yang dibuat oleh kepala satuan kerja
atau petugas yang ditunjuk.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
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